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PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 212/KA/XII/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN

ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan
Fungsional dan Angka Kreditnya, maka perlu adanya
penyesuaian;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Nomor 380/KA/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya perlu
disempurnakan sesuai dengan tuntutan reformasi dan
perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Petunjuk
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Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017);

6. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
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8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun
2005;

10. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
393/KA/XI/2005 – 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir
Nasional.

15. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala
BATAN;

16. Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
100/KA/III/2004 dan Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA.
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Pasal 1

(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
merupakan pedoman/acuan yang baku sehingga perlu ada persamaan
persepsi dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Pranata
Nuklir.

(2) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Juknis
menjadi Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Tenaga
Nuklir Nasional Nomor 380/KA/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HUDI HASTOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id atau

www.batan.go.id
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